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23... Corruption creates fun-
damental inequalities in the
poorCorruption creates fun-

damentalinequalitiesin the poors

access to justice and to develop-
ment services ..." Furthermore,
another study states:.. ” the ne-
gative impact of corruption on de-
velopmentisnolongerquestioned,

Corruption hinders economic

development, reduces social

services, and diverts investments

ininfrastructure, institutionsand

social services...” -Julio Baccio
Terracino-

Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi(KPK)berhasilmelakukan
penangkapan terhadap empat
orang dalam operasi tangkap
tangan yang diduga terkait
dengan suap atas vonis yang
telah dijatuhkan hakim dalam
perkara pedangdut Saipul Ja-
mil. Merekaadalah Rohadi yang
menjabat sebagai panitera PN
Jakarta Utara; Samsul Hidaya-
tullah, kakak Saipul Jamil: dan

duapengacara Saipul Jamil yale-
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Sangaji. Masih dalam konteks
dugaan, penyuapaninimerupa-
kan pemberian pertamakepada
Rohadi yang menjabat panitera
Pengadilan Negeri Jakarta
Utara, kasus di mana perkara
Saipul disidangkan,

Dalam sejumlah informasi
yangdilansirdariberbagaimedia,
keempat terdugaitu melanggar
pasalyangberbeda-beda. Rohadi
selaku penerima suap akan dike-
nakan Pasal12hurufaataubatau
Pasal11Undang-UndangNomor
31/1999 sebagaimana telak di-
ubah dalam Undang-Undang
Nomor20/2001 tentangPembe-
rantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan pelaku lainnya yaitu
Bertha, Kasman, dan Samsul se-
lakupemberisuap, dijeratdengan
menggunakan Pasal5ayat (1) hu-
rufaataubatauPasal13 Undang-
Undang Nomor 31/1999 se-
bagaimana telah diubah dalam
Undang-Undang Nomor
20/2001 tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi.

mmgmwrmzmsv&_ dalam se-
buah tindakan penyuapan yang
dilakukan terdapat dua unsur
utama yang harus dipenuhi,
yaitu pemberi suap dan si pe-
nerima suap, karena tidak
mungkin akan terjadi sebuah
perbuatan yang dikategorikan
sebagai penyuapan jika salah
satu unsur tersebut tidak di-

temukan. Dalam sebuah kons-

truksi hukum, kasus tersebut

e

tentunya kita sangat meng-
apresiasi kerja KPK yang ber-
tindakbegitu cepat sebagai sua-
tu lembaga yang melakukan

tindakan projustisia. Namun,

tentu semua pihak wajib hu-
kumnya memberi masukan ke-
pada KPK sebagailembaga be-
sar antikorupsi, agar kerja KPK
lebih baik dariwaktuke waktu,
~ Tentunya tindakan tersebut
tidak perlu diartikan bahwa pi-
hak yang bersikap demikian jtu
tidak mencintai KPK atau bah-
kan "dinukilkan” sebagai pihak
yang tidak Pro terhadap pem-
berantasan korupsi. Roadmap
pemberantasan korupsi . KPK
tentunya telah dilakukan seiring
dengan begitu banyaknya agen-
dabesar yang menanti KPK un-
tuk dapat diselesaikan. Beragam
kasus korupsi.besar yang me-
nyeretsejumlahnamapetinggidi
negeri ini bukanlah perkara
mudahuntukdiselesaikan.
Karena tentu menuntut ke-
tersediaan waktu, tenaga serta
pemikiran yang besar pula un-
tuk ditangani. Melihat berat-
nya kerja KPK tentunya harus
adaukuran, sertaskalaprioritas
dalam penanganan perkara
yang dilakukan. Penting dan
mendesak adalah ukuran awal
kerjaKPKkarenamemberantas
korupsi tidak hanya butuh se-
mangat mmBmS-ij. )
Namun, jalan panjang me:
nuju pada muara ﬁnmm.ravd
hukum yang berkeadilan tidak

KPK %z,>_@‘m,=%.vm3_um._,‘m=5mm= Korupsi -

boleh tidak harus tetap menjadi
bagian utama dalam kerja pem-
berantasan korupsi. Agak
disayangkan jika KPK harus
turun gunung dalam mena-
ngani kasus semacam Saipul

Jamil. Kita semua yakin dan -

percaya bahwa musuh utama
KPK tentulah siapa saja pihak

'yang melakukan perampokan

terhadap uangrakyat.

Namun, ukuran KPK seba-
gailembaga besar pemberantas
korupsijuga perlu untuk terus
dikumandangkan. Harapannya
hanya satu, KPK sementara
waktu ini tidak terlibat untuk
perkara remeh-temeh. Pemba-
tasan tersebut sebenarnya su-
dah dapat dilihat dalam UU in-
duk KPK itu sendiri bahwa ter-
dapat pembatasan minimal
perkdra yang ditangani oleh
KPK sebagai lembaga. Seperti-
nya pembentuk UU sudah me-
ari benar bahwa agak mus-
tahil semua agenda pemberan-
tasan korupsi dapat dilakukan
secara efektif oleh satu lembaga
ini saja. Hal itu mengingat ka-
rakteristik dari kejahatan ko-
rupsi dilakukan oleh mereka

yang memiliki kuasa (jabatan

atau pengaruh), memiliki inte-
kektualitas yang tinggi, jaringan
yang kuat karena dilakukan se-
cara sistematis, hukum bahkan
tak jarang dapat mereka tawar
atau bahkan mereka beli. Pem-
buktian perkara korupsi sangat
tidak mudah, kelihaian para ko-

ruptoruntuk kemudian meng-
hilangkan sejumlah bukti yang
ada. Atau dengan memudah
memutarbalikkan fakta adalah
alasan lain, kenapa sementara
ini kita berharap KPK tidak ter-
lalu terburu-buru menangani
kasus serupa Saipul Jamil di ke-
mudian hari. Publik tentulebih
mengharapkankerjaKPK dapat
ditunjukkan terlebih dahuluke-
pada perkara-perkara yang se-
karang sedang mangkrak pe-
hanganannya, atau lebih fokus
kepada perkara skandal mega
korupsinegenini. Atensipublik
yang besar adalah ukuran arah
gerak pemberantasan korupsi.
KPK adalah milik rakyat, tentu
harus mendengarkan suara
rakyat, bukankepada hallain di
luar itu. Lembaga lain dalam
konteks penegak hukum juga
perlu untuk digandeng agar
peta pemberantasan korupsi di
negeri ini dapat maksimal di-
lakukan. Peran kepolisian (UU
Nomor 2/2002) dan kejaksaan
(UUNomor16/2004) jugaperlu
diberikan porsi yang tepat, agar
kerja pemberantasan korupsi
tidak dirusak oleh saling tuding
antar lembagaitu sendiri. Jika
halyang tidak diinginkan terse-
but terjadi, pihak yang sangat
senang dan bertepuk tangan
adalah para koruptor, bahkan
bisa jadi tanpa sadar denting
lonceng kematian bagi pem-
berantasan korupsiini dinegeri
initengah dihidupkan. ®
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ses pengadaan memadai,
dan menyebabkan dari hasil
kegiatan pembelian lahan
tersebut merugikan ke-
uangan negara Rp191 mi-
liar. Senjatayang digunakan
KPK mendasarkan pada
catatan kaki bahwa laporan
BPK tersebut perlu dikorek-
si bahwa pembelian lahan
tersebut karena didasarkan
dengan nilaijual objek pajak
(NJOP) 2013. Sedangkan
masih menurut penuturan
pihakKPK, pembelianlahan
dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta pada
2014. Adapun dokumen pe-
lepasan hak lahan dari Ya-
yasan Kesehatan: Sumber
Waras telah ditandatangani
pada17Desember2014.
Jika kita urutkan akar
permasalahannya yang ke-
mudian mencuat ke publik,
adalahpersoalanauditpem-

belianlahan RS Sumberwa- -

‘'ras yang kemudian seakan-
akan menghadapkan BPK
dengan Ahok di pihak yang
salingberlawanan.

testaarsnaa -~

rintahan mantan Presiden
- Megawati Soekarno Putri

m»,_mmn KPK sungguh me-
ngejutkan publik yang te-
ngah menantikan gebrakan
KPK. Lembaga antirasuah
ini sejauh ini masih diberi-
kankepercayaan olehpublik
dalam penuntasan sejum-
lah kasus korupsi di negeri
ini. Sepak terjang KPK se-,
akan menasbihkan bahwa
dalam setiap pertempuran
terhadap perang korupsi
lembaga antirasuah ini se-
lalu tampil terdepan, layak
dengan segala bentuk atri-
butyang disandangnya, se-
perti melakukan penyadap-
an dan sejumlah keistime-
waan lain yang diperoleh.”
Namun untuk kasus ini, en-
tah kenapa KPK seakan ke-
hilangan daya dobrak serta
daya magisnya yang sempat

‘memukau banyak orang

saat pertama kali lembaga
ini didirikan zaman peme-

pada2002.
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- Mengenai laporan. BPK
yangditentangmati-matian
oleh Ahok, mungkin perlu
kita lihat dari perspektif
lahirnya BPK dan juga kaigy-
annya dengan undang-un--
dang BPK yang menjadikan
landasan hukum bagi arah
gerak BPK. BPK diatur di
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